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ABSTRAK
Nurul Apriliani Anwar (B111 12 309), Tinjauan Hukum Terhadap
Pengalihan Rumah Negara Kepada Purnawirawan Tentara Nasional
Angkatan Darat (TNI AD) di Kota Makassar, Dibawah bimbingan Farida
Patittingi dan Sri Susyanti Nur.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
pengalihan rumah negara kepada Purnawirawan TNI AD di kota Makassar
dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengalihan hak rumah
negara kepada Purnawirawan TNI AD di Kota Makassar.
Penelitian ini dilakukan di Kodam VII Wirabuana, Asrama Anging Mamiri,
Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara wilayah Kota Makassar dan
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk
mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan
metode wawancara maupun dengan mengambil dokumen yang
diperlukan pada instansi terkait.
Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Pelaksanaan pengalihan rumah
negara tidak dapat terlaksana walaupun Peraturan Pemerintah
memungkinkan dilaksanakannya pengalihan hak, hal ini dikarenakan
adanya inkonsistensi peraturan yang berlaku, sehingga penghuni rumah
negara dalam lingkungan TNI AD di Kota Makassar sulit mendapatkan
haknya untuk dapat melakukan pengalihan. Di satu sisi penghuni dapat
melakukan pengalihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 namun di sisi lain pengalihan ini tidak
dapat dilakukan selain dengan cara tukar-menukar berdasarkan Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2009. Ditambah lagi sistem
pengadministrasian dan pengawasan yang tidak berjalan dengan
semestinya terhadap rumah negara di lingkungan TNI AD dan jika
dikeluarkannya kebijakan oleh petinggi TNI AD maka secara sistem
komando pelaksanaan pengalihan ini tidak akan bisa dilaksanakan. 2)
faktor-faktor memengaruhi pelaksanaan pengalihan rumah ini diantaranya,
saling bertentangannya peraturan yang mengatur mengenai rumah
negara, terjadinya sengketa hak milik atas tanah yang melekat pada
bangunan rumah negara yang dihuni purnawirawan, kurangnya informasi
mengenai golongan rumah negara rumah negara dan lemahnya
kedudukan pihak penghuni yang berstatus purnawirawan pada surat
pernyataan kesanggupan SIP yang diberikan oleh pihak Kodam membuat
mereka mendapatkan SIP yang tidak sah untuk dapat melakukan
pengalihan.
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ABSTRACT
Nurul Apriliani Anwar (B111 12 309), Legal Overview towards Transfer of
Rights of State’s Houses to Retired National Army (TNI AD) in Makassar.
Supervised by Farida Patittingi and Sri Susyanti Nur.
This research was aimed to understand the procedure of transfer of rights
of state’s houses to retired national army of Republic of Indonesia (TNI
AD) in Makassar and factors affecting the process of the transfer of rights
of state’s houses to retired national army in Makassar.
This research was conducted at the Military Command VII Wirabuana,
Dormitory Anging Mamiri, Forum Coordination Occupants State House
area of Makassar and Law Faculty’s Library of Hasauddin University in
order to collect primary and secondary data. Data were obtained by
interview and though documents from relevant agencies.
The research indicates that: 1) The transfer of rights of state’s houses
could not be implemented despite government regulation made it possible.
It is due to inconsistency of existing regulations; therefore the occupants of
state’s houses in army neighborhood in Makassar have difficulty in
obtaining the right to be able to transfer the house’s rights. In one side, the
occupants might conduct the transfer of rights as specified within
Government Regulation No.31 of 2005. However, this transfer could not
be exercised without exchange referring to Regulation of Defense Minister
No.31 of 2009. In addition, the administration and monitoring systems of
the state’s house of the army are not running properly and incase the
policy issued by the head of the army with command system, the
implementation of the transfer of rights could not be exercised. 2) Factors
affecting the transfer process are as follows: the contradiction between the
rules governing the state’s houses, disputes over land ownership rights
attached to the building of the state’s house inhabited by the retired army,
lack of information regarding categories of state’s houses and the weak
position of the occupants who are retired armies on SIP letter of intention
provided by the Military Command made them obtaining unauthorized SIP
to be able to do the transfer of rights.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia dihadapkan pada 3 (tiga) kebutuhan dasar yaitu sandang
(pakaian), pangan (makanan), dan papan (rumah)1. Tidak hanya
memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, namun masyarakat juga
penting untuk memenuhi kebutuhan papan, sebagai tempat untuk
bernaung setiap harinya. Kebutuhan akan rumah sebagai tempat
tinggal atau hunian, baik di perkotaan maupun pedesaan terus
meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
Keberadaan sebuah hunian dapat dijadikan patokan dalam
mengukur sebuah kesejateraan masyarakat. Hal tersebut sesuai
dengan makna yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi:
“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal. Dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.”
Rumah sebagai tempat tinggal mempunyai peran yang penting
dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa sebagai salah satu
upaya dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri
mandiri, dan produktif. Sehingga terpenuhinya tempat tinggal
merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada
1 Urip Santoso, Hukum Perumahan, Kencana (Pranadamedia Group), Jakarta, 2014, hlm. 2
2dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan
manusia.2
Rumah tidak hanya dimiliki secara privat namun juga terdapat
rumah yang dimiliki oleh negara. Rumah yang dimaksud adalah rumah
negara, dimana rumah ini diperuntukkan secara khusus untuk pegawai
negeri ataupun pejabat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Presiden No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara yang berbunyi:
Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana
pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat
dan/atau Pegawai Negeri.3
Rumah Negara terdapat di bawah lingkungan Kementerian maupun di
lingkungan non-kementerian. Rumah Negara secara umum dikelola
oleh Kementerian Keuangan dan secara khusus dikelola pada
kementerian terkait, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian
Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Dalam
lingkungan Kementerian Pertahanan terdapat Badan Sarana
Pertahanan (Baranahan) yang mengelola barang milik negara berupa
tanah, bangunan, dan lain sebagainya.
Rumah Negara ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :
1) Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang
dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena
2 Ibid.
3 Lihat Pasal 1 angka 1 PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
3sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut
serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang
bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
2) Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang
mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu
instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai
Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah
dikembalikan kepada negara.
3) Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang
tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual
kepada penghuninya. 4
Sebagaimana orang lainnya, pegawai negeri maupun yang telah
berstatus sebagai purnawirawan pasti memiliki keinginan untuk
memenuhi kebutuhannya, terkait hal ini ialah kebutuhan akan papan
(rumah/hunian) dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya.
Mereka yang berkesempatan untuk menghuni rumah negara dapat
berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka akan rumah yang layak
dengan cara mengajukan permohonan pengalihan status dan/atau
pengalihan hak atas rumah yang mereka huni.
Menurut Satjipto Rahardjo, pemilikan mempunyai sosok hukum
yang lebih jelas dan pasti dibanding dengan penguasaan. Pemilikan
menunjukkan hubungan antara seseorang dengan objek milik sasaran
4 Lihat Pasal 1 angka 2-4 Perpres No. 11 Tahun 2008 Tentang Rumah Negara
4pemilikan. Namun berbeda dengan penguasaan yang bersifat faktual
maka pemilikan terdiri dari kompleks hak-hak, yang kesemuanya dapat
digolongkan ke dalam ius in rem, karena pemilikan berlaku terhadap
semua orang5. Hal inilah yang mendasari keinginan yang lebih besar
untuk memiliki sebuah rumah.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata
Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan
Pengalihan Hak Atas Rumah Negara dinyatakan bahwa pengalihan
status rumah Negara adalah perubahan status Rumah Negara
Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, atau perubahan
status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II
atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah
Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.6
Pengalihan hak dengan cara penjualan kepada penghuni Rumah
Negara dapat dilakukan dengan berlandaskan isi Peraturan Presiden
Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi:
“Pengalihan Hak Rumah Negara adalah penjualan Rumah Negara
Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah
Susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni
dengan cara sewa beli.”7
Dalam lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional
Indonesia penjualan dengan cara sewa beli kepada penghuni rumah
5 Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 65
6 Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan,
Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
7 Lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan,
Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
5negara memerlukan beberapa kajian ulang atau syarat khusus yang
harus dipenuhi, hal ini dikarenakan rumah negara merupakan asset
negara yang tidak bisa dengan mudah dilepas begitu saja. Dalam
pengajuan pengalihan status rumah negara maupun pengalihan hak
rumah negara sangatlah sulit dikabulkan walaupun pihak pemohon
(penghuni rumah negara) telah memenuhi persyaratan yang jumlahnya
tidak sedikit. Seperti yang dilansir pada laman Kompasiana:
Rakyat melalui DPR telah memberikan hak membeli rumah negara
kepada PNS/Militer aktif maupun purnabhakti, hingga kepada
putera-puteri mereka yang ditinggalkan. Dengan diletakkannya hak
itu, otomatis pemerintah dibebani kewajiban memindahkan hak
kepemilikan atas rumah negara yang berada di dalam
kekuasaannya. Pengalihan hak itu oleh peraturan perundang-
undangan disebut ‘penjualan rumah negara’. Kenyataannya, sejak
1960 sampai 2012, nyaris tak pernah terjadi transaksi jual-beli
rumah negara di lingkup Dephan/TNI. Yang kita temukan justru
semangat menggelontorkan kebijakan pengosongan rumah negara,
terutama rumah negara yang dihuni oleh purnawirawan dan
keluarganya. Dilanjutkan dengan eksekusi di lapangan oleh team
penertiban rumah dinas yang dibentuk oleh masing-masing
Pangdam atas perintah Panglima TNI. Maka konflik pun akhirnya
mewarnai hubungan antara elite Dephan/TNI dengan purnawirawan
sejak 1983 hingga saat ini.8
Ditambah dengan dikeluarkannya Surat Telegram TNI Nomor:
ST/94/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pelaksanaan Penertiban
Rumah Dinas Bagi prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI yang
pensiun semakin membuat resah para purnawirawan maupun pesiun
PNS TNI. Bukannya mendapatkan haknya untuk dapat mengajukan
permohonan pengalihan hak, tetapi mereka justru mendapatkan
8 http://www.kompasiana.com/pettarani/konflik-rumah-negara-tni-vs-purnawirawan-tak-
pernah-usai_550ba0db813311d22bb1e176. Diakses tanggal 3 Maret 2016 pada Pukul 06.50
WITA
6peringatan untuk segera mengosongkan rumah yang telah mereka huni
selama bertahun-tahun. Hal ini sangatlah bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara yang
menyatakan pensiunan PNS TNI maupun purnawirawan bahkan ahli
warisnya yang sah dapat melakukan permohonan.9
Apabila sang penghuni rumah negara ingin mengajukan
permohonan atas rumah negara masih bergolongan II, maka ia dapat
melakukan tukar-menukar sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (3)
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata
Cara Pembinaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa,
pengalihan rumah negara Golongan II menjadi rumah negara Golongan
III berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
dapat dilaksanakan, apabila penghuni ingin memiliki rumah negara
Golongan II dapat dipindahtangankan dengan cara tukar-menukar
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.10
Oleh karenanya, pemenuhan akan rumah yang layak cenderung
sangat sulit dipenuhi oleh seseorang yang masih berstatus pegawai,
prajurit, maupun pensiun/purnawirawan di bawah Kementerian
Pertahanan. Hal ini menunjukkan terjadinya kesenjangan antara yang
peraturan dan kenyataannya, yaitu dalam peraturan pemerintah tentang
9 Lihat Pasal 17 PP No. 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara
10 Permen No 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara Di Lingkungan
Departemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
7Rumah Negara menyatakan bahwa penghuni rumah negara memiliki
hak untuk dapat melakukan pengalihan hak atas rumah negara yang
mereka huni namun pada kenyataannya hal tersebut bisa dikatakan
tidak pernah terjadi.
B. Rumusan Masalah
Maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan pengalihan rumah Negara kepada
Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI
AD) di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi pelaksanaan pengalihan hak
rumah negara kepada Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat (TNI AD)?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengalihan rumah
Negara kepada purnawirawan Tentara Nasional ndonesia Angkatan
Darat (TNI AD)
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan
pengalihan hak rumah Negara kepada purnawirawan Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)
8D. Manfaat Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas maka
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai
berikut:
1. Secara Akademis/Teoritis
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan atau
konstribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu
pengetahuan, terutama dalam disiplin ilmu Hukum Keperdataan.
2. Secara Praktis
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan bagi para
pihak yang terkait dengan masalah/kasus yang diteliti didalam
penulisan Skripsi ini. Terutama bagi pengurusan pengalihan
status maupun pengalihan hak rumah negara.
9BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Mengenai Rumah
1. Pengertian Rumah
Secara umum, rumah adalah salah satu bangunan yang
dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Adapun
pengertian secara khusus ialah rumah mengacu pada konsep-
konsep sosial kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan
tempat tinggal, seperti keluarga, hidup, makan, tidur, beraktivitas,
dan lain-lain.11
Pengertian rumah dikemukakan Budihardjo12 antara lain: rumah
sebagai simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi
penghuninya atau dengan kata lain sebagai pengejawantahan jati
diri, rumah sebagai wadah keakraban diamana rasa memiliki,
kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman tercipta
didalamnya, rumah sebagai tempat kita menyendiri dan menyepi,
yaitu sebagai tempat melepaskan diri dari dunia luar, tekanan dan
tegangan, rumah sebagai tempat untuk kembali pada akar dan
menumbuhkan rasa kesinambungan dalam untaian proses ke masa
depan, rumah sebagai wadah kegiatan utama sehari-hari, rumah
11 Pengertian Rumah, https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah (diakses pada tanggal 2 Februari 2016,
pkl. 9.43 WITA)
12 Pengertian rumah, https://hadiyanuariswanto.wordpress.com/2013/04/27/definisi-rumah-
tinggal/ (diakses pada tanggal 2 Februari, Pkl. 9.47 WITA)
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sebagai pusat jaringan sosial, rumah sebagai struktur fisik dalam
arti rumah adalah bangunan.
Rumah sebagai bangunan merupakan bagian dari suatu
Permukiman yang utuh, dan tidak semata-mata merupakan tempat
bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan
pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan tempat tinggal,
tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-
hari.13
2. Fungsi Rumah
Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga,
cerminan harkat dan mertabat penghuninya, serta asset bagi
pemiliknya.14
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 ditetapkan bahwa
rumah dapat berfungsi sebagai15 :
a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
b. Tempat tinggal atau hunian;
c. Asset (kekayaan) bagi pemiliknya;
d. Status sosial dan ekonomi bagi pemiliknya;
e. Tempat untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan;
13 C. Djemabut Blaang, 1986, Perumahan dan Permukiman, hlm 28
14 Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Pasal 1 angka 7
15 Urip Santoso,Op. Cit, hlm. 5
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f. Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
bagi pemiliknya;
g. Penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai
negeri.
3. Jenis Rumah
Terdapat berbagai jenis rumah yang dijelaskan dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, tepatnya pada Pasal 1 angka 8-12 yang
berbunyi sebagai berikut:
a. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan
tujuan mendapatkan keuntungan
b. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa
dan upaya masyarakat
c. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk
kebutuhan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah
d. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggrakan untuk
memenuhi kebutuhan khusus
e. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana
pembinaan keluarga serta penunjng pelaksanaan tugas pejabat
dan/atau pegawai negeri.
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B. Rumah Negara
1. Pengertian Rumah Negara
Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana
pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat
dan/atau Pegawai Negeri.16 Dalam lingkungan Kementerian
Pertahanan sendiri, rumah negara adalah bangunan yang dimiliki
negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan
sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas
Pejabat, Prajurit dan/atau Pegawai Negeri Sipil17.
Dalam Peraturan Menteri Pertahanan No. 30 Tahun 2009
Tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara Di Lingkungan
Departemen Pertanahan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
diatur penggolongan rumah negara secara spesifik sebagai berikut:
a. Rumah Negara Golongan I
Rumah Negara Golongan I adalah :
1) Rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang
jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus
bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak
penghuniannya terbatas selama pejabat yang
bersangkutan masih memegang jabatan tertentu
16 Lihat Pasal 1 angka 1 PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
17 Lihat pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertahanan No. 30 tahun 2009 Tentang Tata Cara
Pembinaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertanahan dan TNI.
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tersebut; dan
2) Rumah negara yang berfungsi secara langsung
melayani atau terletak dalam lingkungan kantor,
kesatrian, rumah sakit, instansi pendidikan dan
latihan, pangkalan laut militer, pangkalan udara
militer, laboratorium, instansi penelitian dan
pengembangan serta diperuntukkan bagi anggota yang
masih aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
b. Rumah Negara Golongan II
Rumah Negara Golongan II  adalah rumah negara yang
mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu
instansi dan hanya disediakan untuk dihuni oleh anggota dan
apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan
kepada negara.
c. Rumah Negara Golongan III
Rumah Negara Golongan III adalah rumah negara yang
tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual
kepada penghuninya, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 18
18 Pasal 4 Peraturan Menteri Pertahanan No 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Rumah
Negara Di Lingkungan Departemen Pertanahan dan TNI.
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Selanjutnya dijelaskan mengenai beberapa tipe rumah Negara
berdasarkan golongan dan peruntukannya, antara lain19:
a. Tipe rumah negara golongan I yang diperuntukkan bagi anggota
yang menjabat di lingkungan Dephan dan TNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
1) Rumah Jabatan Tipe Khusus, diperuntukkan bagi
Menteri, Wakil Menteri, Panglima TNI, dan Kepala Staf
Angkatan;
2) Rumah Jabatan Tipe A 3, diperuntukkan bagi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Pertahanan
(Dephan), Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Inspektor
Jenderal (Irjen) Dephan, Inspektor Jenderal (Irjen) TNI,
Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) TNI,
Komandan Komando Pendidikan dan Latihan
(Dankodiklat) dan pejabat-pejabat lain yang setingkat;
3) Rumah Jabatan Tipe A 2, diperuntukkan bagi Dirjen
Dephan, Asisten Panglima TNI, Asisten Kas Angkatan,
Irjen Kas Angkatan, Kepala Badan Pembinaan Hukum
(Kababinkum), pejabat Eselon I, Komandan Jenderal
(Danjen) Akademi TNI dan pejabat- pejabat lain yang
setingkat;
19 Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Pertahanan No. 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan
Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertanahan dan TNI.
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4) Rumah Jabatan Tipe A 1, diperuntukkan bagi pejabat
yang berpangkat Brigjen/Laksma/Marsma, pejabat
Eselon II dan pejabat-pejabat lain yang setingkat;
5) Rumah Jabatan Tipe B, diperuntukkan bagi pejabat
yang berpangkat Kolonel, pejabat Eselon III dan
pejabat-pejabat lain yang setingkat; dan
6) Rumah Jabatan Tipe C, diperuntukkan bagi pejabat
yang berpangkat Letnan Kolonel, Mayor, pejabat Eselon
IV serta pejabat-pejabat lain yang setingkat;
7) Rumah Jabatan Tipe D, diperuntukkan bagi pejabat
yang berpangkat Perwira Pertama dan pejabat-pejabat
lain yang setingkat; dan
8) Rumah Jabatan Tipe E, diperuntukkan bagi pejabat
yang berpangkat Bintara dan pejabat-pejabat lain yang
setingkat;
b. Tipe rumah negara Golongan II yang berhubungan erat
dengan kepentingan kedinasan, diperuntukkan bagi anggota di
lingkungan Dephan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3) terdiri atas :
1) Rumah negara tipe a, diperuntukkan bagi anggota
yang berpangkat pati atau anggota lain yang setingkat
2) Rumah negara tipe b, diperuntukkan bagi anggota
yang berpangkat kolonel atau anggota lain yang
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setingkat;
3) Rumah negara tipe c, diperuntukkan bagi anggota
yang berpangkat letkol dan mayor atau anggota lain
yang setingkat;
4) Rumah negara tipe d, diperuntukkan bagi anggota
yang berpangkat pama atau anggota lain yang setingkat;
dan
5) Rumah negara tipe e, diperuntukkan bagi anggota
yang berpangkat bintara dan tamtama atau anggota lain
yang setingkat;
c. Penentu tipe rumah negara di lingkungan Dephan adalah Sekjen
Dephan selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara
(KPBMN), sedangkan di lingkungan Tentara Nasional
Indonesia (TNI) adalah Kepala Staf Angkatan dan Kepala
Staf Umum (Kasum) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang
ditunjuk Panglima TNI selaku KPBMN.
2. Rumah Negara Sebagai Aset Negara/ Barang Milik Negara
Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.20
Barang-barang milik Negara/kekayaan Negara adalah semua
20 Lihat Pasal 1 angka 1 PP No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
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barang-barang milik Negara/kekayaan Negara yang berasal/dibeli
dengan dana yang bersumber untuk seluruhnya ataupun sebagian
dari anggaran belanja Negara yang berada di bawah pengurusan
atau penguasaan departemen-departemen, lembaga-lembaga
Negara, lembaga-lembaga pemerintah non-departemen serta unit-
unit dalam lingkungannya yang terdapat baik di dalam negeri
maupun di luar negeri, tidak termasuk kekayaan Negara yang telah
dipisahkan (kekayaan Perum dan Persero) dan barang-
barang/kekayaan daerah otonom.21
Asset atau kekayaan Negara dapat dikaryakan dengan
berbagai macam bentuk. Kekayaan tersebut dapat berupa asset
berwujud (tangible asset) maupun asset tak berwujud (intangible
asset). Asset berwujud yang dapat dimanfaatkan antara lain:
gedung perkantoran, pesawat terbang, dan lain-lain. Sedangkan
asset tak berwujud dapat berupa hak atas tanah, hak penguasaan
hutan, peruntukan yang sudah ditentukan untuk dikuasai Negara,
dan lain-lain.22 Barang-barang milik Negara dapat digolongkan
dalam23:
a. Barang-barang tidak bergerak;
21 Surat Keputusan Kemenkeu No. Kep-225/MK/4/1971 dalam Gunawan Widjaja, 2002,
Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 115
22 Muhammad Djafar Saidi, 2013, Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 115
23 Gunawan WIdjaja, Op. Cit Hlm. 115-116
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Yang termasuk dalam barang-brang tidak bergerak antara
lain ialah:
1) Tanah-tanah kehutanan, pertanian, perkebunan,
lapangan olah raga dan tanah-tanah yang belum
dipergunakan, dan lain-lain seperti itu;
2) Gedung-gedung yang dipergunakan untuk kantor, pabrik,
bengkel, dan lain-lain gedung seperti itu;
3) Gedung-gedung tempat tinggal tetap atau sementara
seperti rumah-rumah tinggal, tempat istirahat, asrama,
pesanggrahan, bungalow, dan lain-lain gedung seperti
itu;
4) Monumen-monumen seperti monumen purbakala (candi-
candi), monumen alam, monumen peringatan sejarah
dan monumen purbakala lainnya.
b. Barang-barang bergerak;
1) Alat-alat besar;
2) Peralatan-peralatan yang berada dalam pabrik, bengkel,
studio, laboraturium, stasiun pembangkit tenaga listrik
dan sebagainya;
3) Peralatan kantor;
4) Semua inventaris perpustakaan dan lain-lain inventaris
barang-barang bercorak kebudayaan.
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Seperti yang diketahui, rumah negara tergolong dalam salah
satu dari gedung-gedung tempat tinggal tetap ataupun sementara,
oleh karenanya dapatlah dikatakan bahwa rumah negara
merupakan kekayaan milik negara berupa benda tidak bergerak.
Barang milik Negara merupakan bagian yang tak terpisahkan
dengan keuangan negara sehingga memerlukan pengelolaan agar
dapat digunakan maksimal untuk kepentingan Negara dalam
pencapaian tujuannya. Dalam hal ini, menteri keuangan mengatur
pengelolaan barang milik Negara. Sementara itu, menteri/pimpinan
lembaga non-kementerian, dan pimpinan lembaga Negara hanya
sebagai pengguna barang bagi kepentingannya masing-masing.
Kemudian kepala kantor dalam lingkungan kementerian Negara,
lembaga nonkementerian, dan lembaga Negara adalah kuasa
pengguna barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.24
Dalam pengelolaannya, rumah Negara di lingkungan Kementerian
Peratahanan dikelola oleh Kuasa Pengguna Barang Milik Negara
(KPBMN) yang merupakan Panglima Tentara Nasional Indonesia
(TNI) dan Sekjen Dephan yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan
sebagai pengguna barang milik negara yang berada dalam
penguasaannya masing- masing.
Beradasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
138/PMK.06/2010 yang diberlakukan mulai tanggal 2 Agustus
24 Muh. Djafar Saidi. Op.cit. Hlm. 40
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2010, Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan, menyatakan
bahwa:
“Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan dalam rangka
mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara
(BMN) berupa rumah negara dengan tetap menjunjung tinggi
good governance dan dimaksudkan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pengelolaan BMN berupa rumah negara.”25
Tanah dan/atau bangunan milik negara/daerah yang tidak
dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan wajib diserahkan
kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004. Menteri Keuangan/Gubernur/
Bupati/Walikota melakukan pemanfaatan atas tanah dan/atau
bangunan tersebut untuk:
a. Digunakan oleh instansi lain yang memerlukan
tanah/bangunan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsinya melalui pengalihan status penggunaan
b. Dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan,
pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna
c. Dipindahtangankan dalam bentuk penjualan, tukar
25 http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/menkeu-tetapkan-pmk-pengelolaan-
rumah-negara. (diakses pada 3 Maret pukul. 7.20 WITA)
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menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah
Pusat/daerah.
Pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara ini dilaksanakan dengan
memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan
pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan,
barang milik negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa
pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang,
dan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai fungsi, wewenang,
dan tanggung jawab masing-masing.
b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik
negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangan.
c. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan
barang milik negara/daerah harus transparan terhadap hak
masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik
negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah
digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang
diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.
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e. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik
negara/daerah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah
dan nila barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta
penyusunan Neraca Pemerintah.
Selanjutnya dalam salinan PMK Nomor 138/PMK.06/2010
mengatakan bahwa pengoptimalan penggunaan rumah negara
golongan I dan II wajib dilakukan oleh pengguna barang untuk
menunjang tugas dan fungsinya. Pemindahtanganan dengan
mekanisme tukar menukar, hibah atau penyertaan modal
pemerintah pusat dapat dilakukan terhadap rumah negara
golongan I dan golongan II.26
3. Penghunian Rumah Negara
Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni rumah negara
sesuai fungsi dan statusnya27. Dari aspek penghunian rumah,
penghunian rumah negara adalah penghunian rumah oleh bukan
pemilik rumah dengan cara bukan sewa-menyewa, yang berfungsi
sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga,
dan penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai
negeri. Rumah negara hanya dapat dihuni selama pejabat dan/atau
26 Ibid.
27 Lihat Pasal 1 huruf (m) Permenhan No. 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Rumah
Negara di Lingkungan Departemen Peratahanan dan Tentara Nasional Indonesia
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pegawai negeri menjalankan tugas kedinasan.28 Hal tersebut
sesuai dengan ketentuan mengenai penghunian rumah negara
yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011
Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi
sebagai berikut:
a. Penghunian rumah diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau
hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau
pegawai negeri.
b. Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dihuni selama yang bersangkutan menjabat atau
menjalankan tugas kedinasan.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghunian rumah negara
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (3) diatas, maka
diaturlah lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun
2005 Tentang Rumah Negara sebagai berikut29 :
a. Untuk dapat menghuni rumah negara harus memiliki Surat Izin
Penghunian (SIP).
b. Surat Izin Penghunian (SIP) diberikan oleh pejabat yang
berwenang pada instansi yang bersangkutan.
28 Urip Santoso. Op. Cit. Hlm. 332
29 Lihat Pasal 8 PP No. 30 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara
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c. Pemilik Surat Izin Penghunian (SIP) wajib menempati rumah
negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam
puluh) hari kerja sejak Surat Izin Penghunian (SIP) diterima.
Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan diatur bahwa,
Penghunian rumah negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat diberikan
kepada pejabat dan/atau anggota yang telah mendapat
persetujuan dari Pembantu Pengguna Barang Milik Negara
Eselon 1 (PPBMNE-1) atau pejabat yang ditunjuk di
lingkungannya masing-masing.30
Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994, yang
diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 Tentang Rumah
Negara menetapkan kewajiban dan larangan bagi penghuni rumah
Negara, yaitu:
a. Penghuni rumah negara wajib:
1) Membayar sewa rumah;
2) Memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan
fungsinya.
b. Penghuni rumah negara dilarang:
30 Lihat Pasal 10  Permenhan No. 30 Tahun 2009  Tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara
Di Lingkungan Departemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia. Pasal 4 ayat (1)
Penggolongan rumah negara terdiri atas: a. rumah negara gol. I; b. rumah negara gol. II; c.
rumah Negara gol. III
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1) Menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;
2) Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah;
3) Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya.
Dalam rangka penertiban penempatan rumah negara di lingkungan
Kementerian Pertahanan/Mabes TNI terdapat perbedaan status penghuni
dengan melihat warna dari Surat Izin Penghunian (SIP) sebagai berikut31:
a. Surat Izin Penempatan (SIP) Rumdis warna hijau untuk anggota TNI
dan PNS Kemhan/Mabes. TNI yang masih aktif dan berlaku selama 2
(dua) tahun.
b. Surat Izin Penempatan (SIP) Rumdis warna kuning untuk anggota TNI
non-organic Kemhan/Mabes TNI dan berlaku selama 1 (satu) tahun.
c. Surat Izin Keterangan Tinggal (SIKT) Rumdis warna putih untuk anggota
Purnawirawan, Wredatama, dan Warakawuri dengan masa berlaku 6
bulan.
d. Surat Keterangan warna merah bagi penghuni yang sudah tidak berhak
(Putra dan Putrinya, saudara, dll) dengan batas waktu penempatan 3
(tiga) bulan setelah diberikan surat pengosongan Rumah Dinas.
4. Pengalihan Rumah Negara
a. Pengertian Pengalihan Hak
John Salindeho mendefenisikan, peralihan/pemindahan hak
adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan
31 Surat Edaran Nomor: SE/24/II/2012 Tentang Perubahan Warna dan Berlakunya Surat Izin
Penempatan (SIP) Rumah Dinas Kemhan/Mabes TNI
26
hak atau barang/benda bergerak atau tidak bergerak.32 Jika
dikaitkan dengan tanah sebagai objeknya Effendi Perangin,
mengemukakan: “pemindahan hak atas tanah menyebabkan hak
atas tanah beralih dari seseorang kepada orang lain. Jadi
pemindahtanganan adalah perbuatan hukum yang sengaja
dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah telah berpindah
dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan”33.
b. Pengalihan Hak atas Rumah Negara
Rumah dapat beralih dan dialihkan oleh pemiliknya kepada
pihak lain berdiri di atas tanah34:
a. Hak Milik
b. Hak Guna Bangunan atas tanah negara
c. Hak Guna Bangunan atas tanah hak pengelolaan
d. Hak Pakai atas tanah negara.
Pengalihan Hak Rumah Negara adalah penjualan Rumah
Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan
rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada
penghuni dengan cara sewa beli.35
32 John Salindeho, Masalah Tanah dan Pembangunan, Jakarta: Sinar Garafika, hlm. 37
33 Effendi Perangin. Hukum Agraria, Jakarta: Manajemen PT. Grafindo Persada, hlm. 1
34 Urip Santoso. Op. Cit. Hlm. 249
35 Lihat Pasal 1 angka 7 PP No. 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status,
Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
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Penghuni Rumah Negara yang dapat mengajukan
permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut36 :
a. Pegawai Negeri
1) Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
tahun;
2) Memiliki surat izin penghunian yang sah;
3) Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/
membeli rumah dari negara berdasar peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Pensiunan Pegawai Negeri
1) Menerima pensiun dari Negara;
2) Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
3) Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/
membeli rumah dari Negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
c. Janda/Duda Pegawai Negeri
Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara,
yang :
1) Almarhum suaminya/istrinya sekurang-kurangnya
mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Negara,
atau
36 Lihat Pasal 17 PP No. 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara Di
Lingkungan Departemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
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2) Masa kerja almarhum suaminya/istrinya ditambah dengan
jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi
janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
tahun;
3) Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
4) Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan
jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari
Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
d. Janda/Duda Pahlawan
Suami/istrinya dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku:
1) Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
2) Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
3) Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan
jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari
negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
e. Pejabat Negara atau Janda/Duda Pejabat Negara
1) Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
2) Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
3) Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan
jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari
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Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Apabila penghuni Rumah Negara meninggal dunia, maka
pengajuan permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara
dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang
bersangkutan.37
c. Jenis Pengalihan Rumah Negara
Pengalihan hak dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian
antara pihak penghuni rumah Negara dengan pihak Negara yang
diwakili pemegang kuasa barang milik Negara. Menurut R.
Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan
mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak
berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan suatu
hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.38
Adapun menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di
mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.39
Terdapat berbagai macam perjanjian, seperti jual beli, sewa
beli, sewa pakai, dan sebagainya. Menurut Pasal 1458 KUH
37 Lihat Pasal 17 ayat (2) PP No. 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara
Di Lingkungan Departemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
38 R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mundur Maju, Bandung, Hlm. 4
39 R. Subekti, 1979, Hukum Perjanjian Cetakan ke-2, PT. Intermasa, Jakarta, Hlm. 1
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Perdata (BW), jual beli adalah suatu persetujuan kehendak
antara penjual/pembeli mengenai suatu barang dan harga.
Jelasnya jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak
seketika setelah para pihak mencapai kata sepakat (antara
penjual dengan pembeli) tentang hak kebendaan tersebut dan
harganya; meskipun hak keadaan itu diserahkan dan harganya
belum dibayar.tanpa barang yang akan dijual dan tanpa harga
yang disetujui antara penjual dan pembeli tidak akan mungkin
terjadi jual beli.40
Sedangkan menurut Boedi Harsono dalam ruang lingkup hak
milik atas tanah menyatakan bahwa pengertian jual beli tanah
adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan Hak Milik
(penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada
pembeli, yang pada saat itu juga pembeli menyerahkan harganya
kepada penjual. Jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak
milik atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk dalam
hukum agrarian atau hukum tanah.41
Dalam hal jual beli terhadap tanah diatur di dalam Undang-
Undang Pokok Agraria, tepatnya dalam Pasal 19 yang
menentukan bahwa, jual-beli tanah harus dibuktikan dengan
40 Moh. Hatta. Bab-Bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah. Liberty. Yogyakarta.
2014. Hlm. 71
41 Boedi Harsono dalam Urip Santoso. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Kencana.
Jakarta. 2010. Hlm.326
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suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT). Jual-beli hak atas tanah harus dilakukan di
hadapan PPAT sebagai bukti bahwa telah terjadi jual-beli
sesuatu hal atas tanah dan selanjutnya PPAT membuat akta
jual-beli.
Jual beli yang objeknya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah Negara harus
dilakukan di hadapan PPAT seperti yang dikehendaki oleh
Undang-Undang karena jelas di dalam Pasal 19 PP No. 10/1961
dijelaskan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud
memindahkan ha katas tanah, harus dubuktikan dengan akta
PPAT.42
Pada pengalihan Rumah Negara sendiri dapat dilaksanakan
dengan cara sewa beli, baik untuk bangunannya saja maupun
dengan bangunannya. Sewa beli adalah jual beli dimana penjual
menyerahkan barang yang dijual secara nyata (feitelijk) kepada
pembeli. Tetapi penyerahannya tidak diikuti oleh penyerahan
hak milik. Hak milik baru diserahkan pada saat pembayaran
termin terakhir yang dilakukan oleh pembeli.43
Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Perdagangan dan
Koperasi Nomor 34/KP/II/80 menjelaskan bahwa:
42 Sudaryono Soimin. Status Hak dan Pembebasan Tanah. Sinar Grafika. 1994. Hlm. 99
43 M. Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, Hlm 210
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Sewa beli (hire purchase) adalah jual beli barang di mana
penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara
memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh
pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah
disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian,
serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari
penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar
lunas oleh pembeli kepada penjual.44
Untuk mendapatkan tanah negara yang telah memiliki Hak
Guna Bangunan, pemohon dapat mengajukan permohonan
kepada Badan Pertahanan Nasional untuk diberikan hak atas
tanah. Menurut Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999
yang dimaksud dengan pemberian suatu hak atas tanah negara
adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas
tanah negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaruan hak,
perubahan hak, termasuk pemberian hak di atas tanah Hak
Pengelolaan.
Tanah yang kewenangan pemberiaannya diberikan kepada
Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak
Pengelolaan. Pemberian hak dapat dilakasanakan dengan
keputusan pemberian hak secara individual atau kolektif atau
secara umum. Kewenangan pemberian hak dapat dilimpahkan
44 Lihat Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Tentang Perizinan
Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (Renting),
nomor: 34/KP/II/80.
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kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Nasional
Kabupaten/Kota.45
Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam
permohonan pemberian hak menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
9 Tahun 1999 adalah sebelum mengajukan permohonan hak,
pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan dibuktikan
dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun data yuridis dan fisik yang dimaksud adalah sebagai
berikut46:
a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat,
girik, surat kaveling, surat-surat bukti pelepasan hak dan
pelunasan tanah dan rumah dan/atau tanah yang dibeli dari
Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan
hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.
b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau
gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya).
c. Jenis tanah (pertanian/non-pertanian).
d. Rencana penggunaan tanah.
e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara).
45 Urip Santoso. Op.Cit. Hlm. 218
46 Ibid. Hlm. 220
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C. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pengalihan
Rumah Negara
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata
sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-
hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.47
Dalam sistem hukum terdapat tiga komponen sebagaimana
yang dikemukakan oleh  Lawrence M. Friedman48, yaitu sebagai
berikut:
a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada
beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisisan dengan
para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan
dengan para hakimnya, dan lain-lain.
b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan
asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,
termasuk putusan pengadilan.
c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan
(keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan
cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari
47 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum,
48 Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan
Teori Peradilan (Judicial Pridence), Kencana, hlm. 204
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warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena
yang berkaitan dengan hukum.
Menurut Achmad Ali  sendiri terdapat dua unsur tambahan
dalam sistem hukum, yaitu49:
a. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan
keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak
hukum.
b. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan
keterampilan secara person dari  sosok penegak hukum,
utamanya kalangan petinggi hukum.
Keadilan dengan begitu berkait erat dengan hak. Dengan
konsepsi Bangsa dan Negara Indonesia, hak senantiasa
berpasangan dengan kewajiban. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab mengamanatkan adanya keserasian, keselarasan da
keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai manusia yang
hidup bermasyarakat. Keadilan hanya dapat tegak dalam
masyarakat beradab yang dapat menghargai keadilan. Keserasian,
keselarasan dan keseimbangan. Inilah yang merupakan nilai-nilai
keadilan dalam Konsep Bangsa dan Negara Indonesia dalam
berbagai bidang kehidupan, ideology, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan.
49 Achmad Ali, Ibid.
36
Dalam kaitannya dengan persoalan pertahanan, nilai-nilai
kemanusiaan, keselarasan dan keseimbangan ini tampak dalam
ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa hak-hak
individual atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya, kepentingan
individual dan kepentingan sosial kedua-duanya diakui, dihormati,
dan dilindungi keberadaannya, untuk dipergunakan sesuai dengan
proporsinya. Hak-hak individual wajib memperhatikan hak-hak
individual secara serasi, selaras dan seimbang.50
50 Jarot Widya Mulyawan. 2015. Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Sebuah Kajian
Normatif Untuk Keadilan Bagi Masyarakat. Buku Litera : Yogyakarta. Hlm. 39
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini penelitian dilakukan dengan
menggunakan tipe penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian dengan
memperhatikan bagaimana implementasi hukum normatif dalam
aksinya (in action) di setiap peristiwa hukum yang ada di tengah
masyarakat.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Tepatnya di Kodam
VII Wirabuana, Asrama Anging Mamiri di Jl. Cendrawasih, dan
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
C. Populasi Dan Sampel
Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh rumah negara
yang dihuni oleh purnawirawan di Kota Makassar. Adapun sample
yang dipilih berdasarkan purposive sampling, yaitu dengan
menentukan sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk itu
sampel yang dipilih sebagai responden adalah purnawiranwan,
Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara, dan Kodam
Wirabuana.
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D. Jenis Dan Sumber Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas 2, yaitu:
1). Data Primer
Berupa data-data yang bersumber dari responden. Dalam hal ini
data yang diperoleh penulis merupakan data dari hasil
wawancara yang dilakukan secara purposive guna
mendapatkan informasi mengenai rumah negara. Dimana hasil
wawancara dan data-data yang telah diperoleh dijadikan dasar
analisis pengalihan rumah negara kepada purnawirawan TNI.
2). Data Sekunder
Merupakan suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian
pustaka (library research), dimana studi kepustakaan tersebut
dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai
pengalihan rumah negara. Selain itu tidak menutup
kemungkinan penulis memperoleh bahan-bahan atau data yang
terkait dengan pengalihan rumah negara tersebut dari sumber
atau literatur lainnya baik melalui peraturan perundang-
undangan, bahan bacaan, jurnal, artikel maupun media
elektronik.
E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun cara untuk mengumpulkan data, penulis melakukan teknik
sebagai berikut:
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1) Untuk mengumpulkan data primer (field research), penulis
melakukan wawancara yaitu berupa tanya jawab secara
langsung dengan responden maupun mengambil data-data dari
instansi terkait.
2) Untuk mengumpulkan data sekunder (library research), penulis
melakukan kajian pada buku-buku, peraturan perundang-
undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para
sarjana, ensiklopedia, dan dokumen lain yang berkaitan dengan
penelitian ini.
F. Analisis Data
Data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menelaah
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumah negara
serta prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pandangan para sarjana
maupun dari doktrin-doktrin hukum. Data-data yang telah diperoleh di
lapangan lalu dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan
akhirnya diambil kesimpulan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pengalihan Rumah Negara Kepada Purnawirawan
TNI Angkatan Darat di Kota Makassar
1. Hak Penghunian Rumah Negara
Dalam hal penghunian, setiap orang yang ingin menghuni
sebuah rumah negara harus memiliki izin penghunian rumah
yang biasa disebut dengan surat izin penghunian (SIP). Di dalam
lingkup TNI yang berhak untuk menempati rumah negara adalah
mereka yang berstatus anggota aktif. Jika dilihat dari sisi
regulasinya, untuk masa berlaku penghunian tidak disebutkan
secara eksplisit hanya saja yang terjadi dalam pelaksanaannya
Izin penghunian yang dimiliki oleh setiap penghuni dapat berlaku
maksimal selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang  3 (tiga)
bulan sebelum masa berlakunya berakhir.51
Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun
2009 diatur bahwa hak penghunian akan berakhir apabila terjadi
mutasi ke daerah atau instansi; diberhentikan dengan hormat
karena pensiun atau meninggal dunia; berhenti atas kemauan
sendiri; diberhentikan dengan tidak hormat; melanggar larangan
penghunian rumah Negara52. Ini berarti seorang yang memiliki
51 Udin Saripuddin. Wawancara. Juli 2016
52 Pasal 11 angka (9) Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2009
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surat penghunian ini dapat menghuni rumah tersebut selama
tidak dimutasi ke daerah atau instansti, namun dengan
pernyataan bahwa SIP hanya berlaku setahun saja maka ini
berarti terjadi ketidakselarasan antara peraturan dengan fakta
yang terjadi. Padahal sebelumnya pihak penghuni tidak perlu
untuk melakukan pembaharuan SIP setiap tahunnya, namun hal
ini baru berlangsung di sektitar tahun 2006.53
Sehubungan dengan berakhirnya masa hak penghunian
karena diberhentikan dengan hormat karena pensiun, hal
tersebut merupakan kebijakan dari atasan sehingga
purnawirawan maupun warakawuri masih diizinkan untuk
menghuni rumah negara hingga beliau meninggal, hal tersebut
merupakan bentuk menghormati senior kami, tetapi apabila
mereka meninggal maka rumah negara yang mereka huni akan
kembali ke negara54. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan
dengan pengalihan rumah negara, maka purnawirawan hanya
memiliki izin penghunian berdasarkan kebijakan oleh pimpinan
TNI AD yang oleh karenanya mereka dapat dikatakan sudah
tidak berhak lagi untuk dapat mengajukan permohonan
pengalihan hak berupa tukar-menukar bangunan berupa rumah
negara dengan bangunan lain yang setara nilainya (ruislag).
53 Wawancara, Abdul Jalil. Oktober 2016
54 Wawancara. Udin Saripuddin. Juli 2016
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Berdasarkan data dari Jasa Logistik (Jaslog) Kodam VII
Wirabuana terdapat 5473 total unit rumah negara (table 1) yang
tersebar di kota Makassar.
Tabel 1. Jumlah Rumah Negara TNI AD di Kota Makassar
N
No. Penghuni Rumah Negara Jumlah Unit
1. Persatuan Aktif 4.258
2. Purnawirawan/Warakawuri 1.016
3. Anak Purnawirawa/Warakawuri 123
4. Orang Umum 76
TOTAL 5.473
Sumber : Data Primer 2016
Jika diperhatikan kembali, terdapat 76 unit rumah negara
yang dihuni oleh orang umum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak
hanya para anggota TNI maupun Purnawirawan TNI yang dapat
menghuni rumah negara. Berdasarkan keterangan yang
diberikan pihak Kodam sendiri, mereka yang dinyatakan sebagai
orang umum adalah mereka yang merupakan keluarga dari
anggota aktif yang mendapatkan hak menghuni namun
‘dipinjamkan’ karena alasan tertentu, misalnya saja anggota
tersebut pulang kampung. Mereka menghuni hanya dengan
membayar uang listrik, PBB, air, dan lain-lainnya tanpa ada
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biaya sewa.55 Hal ini sangatlah bertentangan dengan pernyataan
yang disetujui pihak penghuni dalam SIP yang mereka punyai.
Dalam SIP terdapat surat pernyataan kesanggupan dinyatakan
bahwa surat izin penghunian (SIP) hanya dipergunakan bagi
prajurit/ PNS TNI AD yang masih dalam dinas aktif. Bagi mereka
yang tidak berhak diberikan waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan untuk mengosongkan rumah negara tersebut dan
bagaimana bisa SIP yang sejatinya diperpanjang setiap
tahunnya dapat dengan mudah didapatkan oleh yang tidak
berhak, hal tersebut masih belum dapat diketahui sebabnya.
Jika dikaitkan dengan dengan Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan
Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dalam
Pasal 32 disebutkan bahwa, Pemanfaatan Barang Milik Negara
selain Alutsista56 dilaksanakan dalam bentuk: Sewa; Pinjam
pakai; dan Kerja sama pemanfaatan yang semuanya BMN
berupa tanah dan/atau bangunan dan BMN selain itu.
55 Kamaruddin P. Wawancara. Agustus 2016
56 Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang
merupakan suatu sistem persenjataan yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas
pokok Tentara Nasional Indonesia.
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Namun hal aneh lainnya yang juga ditemukan di lapangan
adalah rumah-rumah negara yang seharusnya hanya berfungsi
rumah dan tidak boleh ada kegiatan usaha di atasnya justru yang
terjadi adalah sebaliknya. Seperti yang mudah kita jumpai di
sepanjang Jl. Cendrawasih, terdapat beberapa rumah negara
yang difungsikan sebagai warung makan atau Caffe.
Sebagaimana yang dapat diketahui rumah negara adalah rumah
yang berfungsi untuk menunjang kedinasan bukan untuk hal
lainnya. Bahkan menurut Herman Tandek57 terdapat rumah yang
pada bulan Desember 2015 lalu baru dikosongkan oleh pihak
Kodam dengan alasan untuk digunakan prajurit ini justru dalam
keadaan kosong.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka penggunaan rumah
negara oleh orang umum  tidak diatur dalam peraturan atau
dapat dikatakan menyalahi peraturan yang ada dan berdampak
merugikan karena mereka mengambil hak yang dimiliki tentara
aktif yang membutuhkan rumah negara dan tidak adanya
pembayaran kepada negara untuk menempati rumah yang
mereka huni. Pihak Kodam menambahkan bahwa jika dilakukan
penertiban maka orang-orang tersebut akan dikeluarkan dari
rumah yang mereka huni karena tidak memiliki hak.58 Hal ini
57 Herman Tandek. Wawancara. Oktober 2016
58 Kamaruddin P. Wawancara. Agustus 2016.
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sangatlah disayangkan karena hal tersebut seharusnya tidak
perlu terjadi jika dari awal segala sistem berjalan dengan
semestinya, dimana dalam hal ini adalah sistem perbendaharaan
dan pengawasan terhadap rumah negara. yang dilakukan oleh
bidang Jaslog. Dan hal ini dapat dikatakan pihak Kodam
‘kecolongan’ dalam memberikan SIP kepada pihak yang salah.
2. Mekanisme Pengalihan Rumah Negara berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jo. PP Nomor
31 Tahun 2005 dikaitkan dengan Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009
Kebijakan mengenai rumah negara dituangkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Rumah
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1994 Tentang Rumah Negara hal tersebut sesuai dengan
amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 (sebelumnya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan
Pemukiman). Secara khusus lagi dikeluarkan Peraturan Presiden
Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan,
Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas
Rumah Negara. Seluruh peraturan ini muncul dengan
memerhatikan kebutuhan akan rumah tinggal di masing-masing
lingkungan pemerintahan baik departemen maupun non
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departemen, bagi para pegawai negeri maupun prajurit aktif dan
purnawirawan.
Hak penghunian rumah negara dapat diajukan untuk dapat
dialihkan menjadi rumah pribadi dengan memenuhi persyaratan
sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7-15 Peraturan
Presiden Nomor 28 Tahun 2011 jo. Pasal 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 yang mengatur proses
pengalihan rumah negara, baik pengalihan stastus dari rumah
negara golongan II ke golongan III maupun pengalihan hak atas
rumah negara golongan III kepada penghuninya dari pengajuan
permohonan hingga apabila permohonan diterima maka
selanjutnya negara dalam hal ini Kementrian Keuangan
menetapkan besaran nominal yang harus dibayarkan untuk
pembelian rumah dengan sistem sewa beli.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
Berupa Negara mengamanatkan tanggung jawab kepada
Menteri Pekerjaan Umum sebagai pengguna barang untuk BMN
berupa rumah negara golongan III dan  Menteri/ pimpinan
lembaga selaku pengguna barang untuk BMN berupa rumah
negara golongan I dan II59. Jika dikaitkan dengan lingkungan TNI
maka Menteri Pertahanan memegang kewenangan sebagai
59 Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 138/PMK.06/2010
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pengguna barang untuk rumah negara golongan I dan II di
lingkungannya. Maka dapat disimpulkan untuk semua rumah
negara golongan III seharusnya mengikuti peraturan di bawah
Kementrian Pekerjaan Umum mengenai rumah negara.
Untuk itu penggolongan rumah harus ditetapkan secara
jelas oleh masing-masing kementrian terkait, khususnya di
lingkungan TNI. Pada saat ditanyakan mengenai bagaimana
penggolongan rumah, pihak kodam menyatakan hal tersebut
tidak bisa dikatakan. Padahal jika dibandingkan dengan sistem
informasi kementrian pekerjaan umum hal tersebut dapat dengan
mudah diketahui dengan mengujungi laman situs resmi dari
kementerian pekerjaan umum, dengan mengisi nama provinsi
pada kolom pencarian rumah negara maka informasi mengenai
lokasi dan status rumah negara akan segera muncul. seperti
yang ditunjukkan pada di bawah.
gambar 1. Laman Situs Kementrian Pekerjaan Umum.
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Pernyataan dari pihak kodam tersebut dapat penulis katakan
sebagai ketidakterbukaan informasi, sehingga regulasi
penggolongan rumah negara dalam lingkup TNI bersifat tertutup
dan hanya diketahui oleh ‘orang dalam’ saja.
Pengalihan rumah negara sebagaimana yang diamanatkan
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jo. PP Nomor
31 Tahun 2005 seharusnya dapat dilaksanakan pada semua
kementrian yang masing-masing membuat peraturan teknis,
namun hal ini sangat disayangkan dalam lingkungan TNI karena
berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun
2009 tepatnya dalam pasal 13 ayat (3) yang mana dinyatakan
Pengalihan rumah negara Golongan II menjadi rumah negara
Golongan III berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum dapat dilaksanakan, apabila penghuni ingin
memiliki rumah negara Golongan II dapat dipindahtangankan
dengan cara tukar-menukar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Jika diperhatikan kembali dalam pasal tersebut penghuni
masih memiliki kesempatan untuk melakukan pengalihan, namun
hal tersebut bisa dikatakan percuma jika para petinggi tidak
membolehkan terjadinya pengalihan dengan cara tersebut.
Seperti yang terjadi di tahun 1994, di sekitar daerah Jl. Garuda,
Jl. Rajawali pernah dilakukan ruislag namun hal ini dilakukan
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dengan secara tidak tuntas akibat adanya perubahan sikap oleh
pihak Kodam yang pada saat itu telah memberikan persetujuan
untuk dilaksanakannya ruislag dengan pihak PT. Aditarina.
Namun, ditengah proses pelunasan terjadi krisis nasional yang
mengakibatkan pihak Kodam mengajukan permohonan kepada
Menteri Pertahanan untuk melakukan renegosiasi guna
mengubah harga yang telah disepakati dengan alasan terjadi
pelonjakan harga dan nilai uang yang telah disepakati
sebelumnya dirasa kurang. Oleh sebab itu proses ruislag ini
hingga kini tidak dapat direalisasikan. Setelah kasus tersebut
tidak ada lagi ruislag yang berjalan khususnya di Makassar. Hal
ini diterangkan oleh Herman Tandek, sekretaris FKPRN DPD
Sulawesi Selatan60.
3. Pelaksanaan Pengalihan Rumah Negara dalam Lingkungan
TNI di Kota Makassar
Umumnya dalam hal pengalihan status rumah negara dari
Golongan II ke Golongan III terdapat hal-hal yang harus dipenuhi
oleh seorang pemohon yang merupakan persyaratan
sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
28 Tahun 2011 tepatnya pada Pasal 7. Bila dilihat di lapangan,
penerapan pasal di atas hanya dapat dilaksanakan sebagian.
Permohonan pengajuan pengalihan rumah negara golongan II ke
60 Wawancara. Herman Tandek. 20 Oktober 2016
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rumah negara golongan III barulah dapat dilaksanakan jika
pemohon dalam hal ini penghuni rumah telah memenuhi syarat
yang diberikan. Lantas mengapa hanya dapat memenuhi
sebagian persyaratan? Hal ini dikarenakan rumah yang mereka
huni ada yang keadaan status tanahnya dalam keadaan
sengketa. Mereka memang telah menghuni rumah yang berusia
di atas 10 tahun, telah melewati masa kerja lebih dari 10 tahun
bahkan hampir 30 tahun, namun tanah yang berada di bawah
rumah mereka tidak jelas kepemilikannya. Hal ini seperti yang
dialami oleh para penghuni asrama mattoanging. Mereka bahkan
sedang berusaha dengan mengadakan intervensi dalam perkara
perdata yang sedang bergulir antara TNI dan pihak lain yang
mengaku memiliki hak atas tanah yang mereka telah tinggali
selama lebih dari 30 tahun. Mereka tidak dapat melakukan apa-
apa selain itu untuk berjuang mendapatkan hak untuk tinggal di
atas tanah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Jalil61,
“kami sedang berusaha melakukan intervensi terhadap
gugatan orang yang mengaku punya tanah melawan
Kodam, walaupun keduanya tidak memiliki bukti yang kuat
bagaimanapun inikan tanah negara. Jadi kami yang tinggal
diatasnya inilah yang pastinya lebih berhak”
Oleh karena itu masalah pengalihan ini tidak dapat mereka
laksanakan. Dan bahkan jika mereka ini ingin melakukan
61 Wawancara. Abdul Jalil. Oktober 2016
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pengalihan merekapun masih terganjal dengan Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara
Pembinaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Pasal 13 ayat (3)
yang berbunyi Pengalihan rumah negara Golongan II menjadi
rumah negara Golongan III berdasarkan kajian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)62 belum dapat dilaksanakan, apabila
penghuni ingin memiliki rumah negara Golongan II dapat
dipindahtangankan dengan cara tukar-menukar sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Frasa “belum dapat dilakasanakan” inilah yang mendasari
tidak dapat dilakukannya pengalihan status rumah negara dari
Golongan II ke Golongan III. Hal ini tentu saja mengakibatkan
pengalihan hak atas rumah negara yang tidak dapat dilakukan,
namun semestinya tidak menutup kemungkinan untuk dapat
dilakukan pengalihan hak dengan cara tukar-menukar, namun
hal ini sekali lagi belum dapat direalisasikan hingga saat ini
dengan alasan lokasi rumah pengganti untuk tukar-menukar ini
tidak strategi atau tidak sesuai63.
62 Menteri dapat mengusulkan pengalihan rumah negara Golongan II untuk dialihkan statusnya
menjadi rumah negara Golongan III kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktorat
Jenderal Cipta Karya dengan memperhatikan : (a) statistik rumah negara yang ada; (b) jumlah
rumah negara; dan (c) analisis kebutuhan rumah negara.
63 Wawancara. Udin Saripuddin. Juli 2016
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Di lapangan sendiri ditemukan penertiban beberapa rumah
yang dihuni oleh purnawirawan, warakawuri dan atau anak-anak
purnawirawan. Berdasarkan keterangan dari pihak Kodam
mengenai hal tersebut, mereka yang ditertibkan adalah pihak
yang menggugat TNI AD ke pengadilan, namun tuntutan mereka
tidak dapat dipenuhi karena tidak berhak atas rumah negara
yang mereka huni. Sehingga mereka ditertibkan atau dieksekusi
oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar.64
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bentuk upaya
penghuni dalam hal ini Purnawirawan untuk mendapatkan hak
milik atas rumah yang telah mereka huni selama ini. Namun, hal
tersebut sangat berbeda dengan jalan yang diberikan peraturan
menteri Pertahanan No. 30 Tahun 2009 mengenai pengalihan
rumah negara, yakni dengan jalan tukar-menukar rumah
golongan II yang mereka huni dengan rumah yang senilai
dengan itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Udin
Saripudin pada Pukul 10.15 di Kodam VII Wirabuana Makassar
beliau menyatakan bahwa, “pengalihan rumah negara golongan
III tidak dapat dilakukan, itu sesuai dengan Peraturan Menteri
No. 30 Tahun 2009, dan untuk tukar-menukar memang telah
diatur dalam peraturan menteri tersebut hanya saja dalam
pelaksanaannya dalam lingkungan TNI itu memang semuanya
64 Kamaruddin P. Wawancara. Agustus 2016
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tergantung terhadap kebijakan pimpinan (khusus TNI Angkatan
Darat). Tukar menukar memang pernah dilaksanakan, namun
semenjak pergantian KSAD di tahun 2013 tukar menukar ini
sudah tidak dilaksanakan, bahkan pada permohonan yang
sudah hampir dieksekusi hal tersebut tidak ditindaklanjuti lagi
atau dibiarkan begitu saja.”
Hal tersebut memberikan penjelasan yang sangat jelas
bahwa di lingkungan TNI Angkatan Darat (AD) ini tidak pernah
lagi terjadi pengalihan hak di lingkungan TNI AD sejak tahun
2013, bahkan jauh sebelumnya yaitu sejak tahun 1994. Dengan
begitu dapat dikatakan walaupun kebutuhan mengenai
pengalihan rumah negara telah diterbitkan, namun hubungan
hukum yang terjadi pada umumnya mendasar pada sistem
komando yang dapat berubah-ubah tergantung pada
pemegang kekuasaan (pejabat) di lingkungan TNI AD dan
bahwa terhadap hubungan hukum tersebut, hak atas tempat
tinggal yang dijamin oleh Undang-Undang merupakan hak yang
semu.
Jika berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan
maka peraturan menteri ini akan berada di bawah Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Presiden, walaupun tidak secara
eksplisit dituliskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
Pasal 7 ayat (1) namun peraturan menteri  termasuk dalam
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salah satu jenis peraturan yang ditetapkan hal tersebut
disebutkan dalam pasal 8 yang berbunyi,
“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga,
atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-
Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.
Seperti pendapat Kelsen mengenai Grandnorm atau norma
dasar. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari
norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan
semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya semakin rendah
kedudukannya, maka akan semakin konkret norma tersebut.
Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida.
Peraturan yang lebih rendah kedudukannya dalam hierarki
perundang-undangan seharusnya tidak bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini peraturan menteri
pertahanan no. 30 Tahun 2009 seharusnya tidak bertentangan
dengan Pemerintah No. 31 Tahun 2005. Dalam Peraturan
Pemerintah memang terdapat kalimat-- tidak dapat dialihkan
dari rumah negara Golongan II ke Golongan III namun itu
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hanya untuk rumah yang berfungsi sebagai mess/ asrama sipil
dan ABRI65. Namun pada Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun
2009 menyatakan bahwa pengalihan belum dapat
dilaksanakan. Hal tersebut tentu saja berlaku pada semua jenis
rumah negara  golongan II di lingkungan Departemen
Pertahanan dan TNI. Hal inilah yang menjadi akar
permasalahan dalam pelaksanaan pengalihan rumah negara
khususnya di lingkungan TNI AD.
Jika dilihat lebih kebelakang tepatnya sebelum adanya
Peraturan Menteri Pertahanan No. 30 Tahun 2009 maka akan
dijumpai peraturan yang mengatur masalah rumah negara
(rumah dinas) di lingkunan TNI terdahulu. Peraturan tersebut
berupa Keputusan Menhankam Pangab Nomor
Kep/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Perumdis Departemen Pertahanan dan
Keamanan. Dalam Kepmenhankam tersebut masih
menperbolehkan untuk dilakukannya pengalihan sebagaimana
dalam pasal 2 ayat (3), Rumah Dinas baik Golongan I maupun
Golongan II apabila dianggap perlu dapat dirubah status
golongannya menjadi Rumah Negeri Golongan III, dengan
Keputusan Menteri PUTL atas usul MENHANKAM / PANGAB
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
65 Pasal 15 ayat (3) PP No. 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas PP No. 40 Tahun 1994 Tentang
Rumah Negara
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Pada faktanya memang telah ada peraturan yang lebih baru,
namun jika memang menyalahi peraturan yang lebih tinggi
tentulah harus dilakukan pengkajian terhadap peraturan tersebut.
Jika perlu maka dapat dilakukan pengujian terhadap peraturan
menteri tersebut.
B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Pengalihan
Rumah Negara dalam Lingkungan TNI di Kota Makassar
Jika sebelumnya telah dipaparkan bagaimana pelaksanaan
pengalihan rumah negara di lingkungan TNI AD, berikut merupakan
Faktor memengaruhi pelaksanaan pengalihan rumah negara ini
yang dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, antara lain:
1. Faktor Intern
a) Terjadinya Pertentangan Peraturan Yang Mengatur
Masalah Pengalihan Rumah Negara
Sebagaimana yang dipaparkan dalam sub bab
sebelumnya, terdapat pertentangan peraturan yang
menghasilkan kebingungan dalam penerapan peraturan itu
sendiri. Dimana Peraturan Menteri Petahanan Nomor 30
Tahun 2009 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011.
Jika seharusnya penghuni berhak untuk dapat melakukan
pengalihan rumah yang mereka huni dalam hal ini rumah
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negara golongan II menjadi rumah negara golongan III dan
kemudian dapat dialihkan lagi menjadi hak miliknya dengan
segala persyaratan yang diberikan oleh instansi terkait dan
membayarkan biaya rumah ke kas negara, namun hal
tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya pasal 13 di
dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009
yang menyatakan bahwa pengalihan rumah negara golongan
II menjadi golongan III “belum dapat dilaksanakan”. Untuk
lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 2 di bawah ini.
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Tabel 2. Perbandingan Peraturan Tentang Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II ke III
Jenis Peraturan
Pengalihan Dapat Dilakukan
(Ya/Tidak)
Implikasi
Peraturan
PP Nomor 40
Tahun 1994 jo. PP
31 Tahun 2005
Tentang Rumah
Negara
--------------YA--------------
“Pasal 15 ayat (1) : Rumah negara
yang dapat dialihkan statusnya
hanya Rumah Negara Golongan II
menjadi Rumah Negara Golongan
III”
Rumah
Negara dapat
dialihkan
Statusnya
Peraturan
Presiden Nomor
28 Tahun 2011
Tentang Tata Cara
Pengadaan,
Penetapan Status
dan Pengalihan
Rumah Negara
--------------YA--------------
“Pasal 7 : Pengalihan Status Rumah
Negara Golongan II menjadi Rumah
Negara Golongan III wajib
memenuhi syarat sebagai berikut…”
Rumah
Negara Dapat
dialihkan
statusnya
Peraturan Menteri
Pertahanan
Nomor 30 Tahun
2009 Tentang
Tata Cara
Pembinaan
Rumah Negara Di
Lingkungan
Departemen
Pertahanan dan
TNI
-----------TIDAK-------------
Pengalihan rumah negara Golongan
II menjadi rumah negara Golongan
III berdasarkan kajian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum
dapat dilaksanakan, apabila
penghuni ingin memiliki rumah
negara Golongan II dapat
dipindahtangankan dengan cara
tukar-menukar sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Rumah
Negara Tidak
Dapat
dialihkan
statusnya
Sumber: data primer 2016
Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa
terdapat inkonsistensi peraturan mengenai pengalihan rumah
negara. Yang mengakibatkan tidak dapatnya dilakukan
pengalihan status rumah di lingkungan TNI.
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b) Surat Izin Penghunian Yang Tidak Sah
Dalam SIP terdapat pernyataan kesanggupan (lampiran 1)
yang disetujui oleh penghuni rumah negara yang berstatus
purnawirawan. Dalam pernyataan tersebut terdapat poin-poin
yang dapat dinilai salah/keliru dibuat secara sengaja dan/atau
tidak sengaja oleh pihak Kodam. Seperti dalam poin nomor 1
(satu) tersebut dinyatakan bahwa hak menempati rumah dinas
berakhir apabila pemegang SIP meninggal dunia; pensiun;
dst. hal ini sejalan dengan pernyataan pihak Kodam bahwa
purnawirawan hanya diberikan kebijakan oleh pimpinan untuk
bisa tinggal di rumah yang mereka huni selama ini sampai
mereka meninggal. Maka hal ini bisa dikatakan Kodam
dengan sengaja mencederai surat pernyataan yang
diberikannya kepada pihak penghuni yang telah berstatus
purnawirawan. Seperti yang diketahui suatu pernyataan dapat
bersifat mengikat bagi yang telah menyetujuinya. Apabila
dikemudian hari terdapat kebijakan baru dari pimpinan Kodam
maka tidak dapat dipungkiri bahwa penghuni harus angkat
kaki dari rumah yang mereka huni sebagaimana prosedur
yang telah diatur dalam pernyataan tersebut sebagai akibat
dari pernyataan yang mereka setujui.
Apabila pernyataan ini bersifat sama dengan perjanjian,
maka dapat dikatakan pernyataan ini menghasilkan SIP yang
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bersifat tidak sah. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian
dinyatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu
adanya kata sepakat, para pihak telah cakap, objeknya jelas
dan bersifat halal atau tidak melanggar peraturan perundang-
undangan66. Sementara dalam pernyataan tersebut telah
melanggar peraturan yang telah dinyatakan dalam poin-poin
pernyataan itu sendiri. Kodam dalam hal ini telah
menunjukkan sifat setengah hati mereka, karena mengatakan
telah mengizinkan tetapi di satu sisi mereka memberikan surat
pernyataan yang seperti itu kepada penghuni yang telah
berstatus purnawirawan agar bisa mendapatkan SIP. Oleh
sebab itu hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa
purnawirawan tidak berhak untuk menjadi pemohon untuk
pengalihan status rumah negara yang mereka huni.
c) Adanya Kewajiban dan Hak yang Dikesampingkan Oleh
Kedua Pihak
Masih berhubungan dengan Pernyataan Kesanggupan
oleh penghuni rumah negara (Lampiran 1), namun kali ini
berhubungan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh
penghuni rumah negara berupa biaya sewa rumah. Menurut
Abdul Jalil selaku penghuni rumah ia tidak pernah dikenakan
66 Pasal 1320 BW
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biaya sewa. Hal juga dibenarkan oleh pihak Kodam yang
menyatakan bahwa biaya sewa rumah negara memang tidak
ada. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak ini sama-sama
mengesampingkan kewajiban dan hak yang mereka miliki.
Padahal biaya sewa ini sangat penting untuk biaya
pemeliharaan maupun biaya lainnya bagi Kodam sebagai
yang bertanggung jawab untuk memelihara aset yang
diberikan oleh negara kepadanya.
Rumah negara golongan I dan II merupakan kewajiban
yang diberikan kepada instansi terkait untuk mengelolanya.
Perhitungan besaran biaya sewa seharusnya dapat diurus
pada tiap instansi yang diberikan BMN berupa rumah negara.
Biaya sewa yang diberikan kepada penghuni harusnya
terlampir pada SIP yang mereka dapatkan dari Kodam. Hal ini
menunjukkan perbedaan pada instansi lain yang menerapkan
sistem pemotongan gaji untuk biaya sewa. Seharusnya
terdapat lampiran lain pada SIP yang menunjukkan rincian
besaran gaji yang akan dipotong dari penghasilan penghuni.
Perhitungan tersebut dengan mengacu pada persentase sewa
terhadap nilai bangunan, luas bangunan, harga satuan
bangunan, nilai sisa bangunan dan faktor keringanan sewa.
Sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Surat
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
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Nomor 373/KTPS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa
Rumah.
d) Tidak Adanya Perencanaan dan Pemeliharaan yang Baik
untuk Rumah Negara di Lingkungan TNI
Sebelumnya di tahun 1975 telah dikeluarkan Keputusan
Menteri Pertahanan dan Keamanan Pangab Nomor
Kep/28/VII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Perumahan Dinas Departemen Pertahanan
dan Keamanan. Kemudian terbit Surat Kasad Tata Cara Tetap
Nomor TARATAP-2/III/1973 tentang Petunjuk Pelaksanaan
ruislag tanah dan Bangunan milik TNI AD khusus rumah
tinggal. Pada Tanggal 27 Oktober 1984 Kasad mengeluarkan
Surat Keputusan Nomor Skep/652/X/1984 yang menetapkan
rumah dapat diubah statusnya menjadi rumah negara
golongan III untuk bisa dibeli.67 Menurut Herman Tandek68,
waktu itu telah banyak terjadi pengusulan di Jakarta,
Bandung, Surabaya bahkan sudah ada yang terealisasi.
Persoalaan muncul pada saat direalisasikan itu akhirnya
Departemen Pertahanan melihat kalau dialihkan tanpa ada
ada pembangunan kembali maka rumah ini bisa kurang. Pada
67 Ujungpandangekspres.com,  Harus Tinggal di Hutan Mana Lagi. 21 Februari 2010. (diakses pada
Tanggal, 20 Oktober 2016)
68 Wawancara. Herman Tandek. Oktober 2016
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tanggal 16 Juli 2002, Menteri Pertahanan yang pada saat itu
dijabat oleh Dr. Mahfud MD pernah mengajukan permohonan
pengalihan 41 komplek rumah negara di seluruh Indonesia
yang dianggap tidak strategis kepada Menteri Keuangan,
tetapi permohonan dimaksud disertai dengan permintaan agar
hasil penjualan rumah negara dapat langsung diterima oleh
Dephan/TNI guna pengadaan rumah dinas baru tanpa
mengurangi alokasi anggaran Dephan/TNI pada anggaran
berkenaan, sehingga ditolak oleh Menteri Keuangan.
Penolakan Menteri Keuangan ini sangat beralasan karena
sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Permohonan memeroleh langsung uang negara hasil penjualn
rumah negara oleh Departemen Pertahanan RI, jelas
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Karena setiap
penjualan barang atau aset negara wajib disetorkan ke
rekening kas negara melalui bank pemerintah yang ditunjuk.69
Melihat tindakan tersebut memberikan kesan bahwa
Departemen Pertahanan saat itu seakan takut akan
kehilangan dana dari aset yang mereka miliki, padahal jika
memang membutuhkan rumah maka Departemen Pertahanan
dapat membuat usulan anggaran dana untuk membuat rumah
69 Laporan SIngkat Komisi I DPR RI. Audiensi. Senin 4 Januari 2010
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negara yang baru sesuai dengan prosedur yang telah diatur
mengenai rancangan anggaran. Hal itu tentu dapat menjadi
pertimbangan untuk dipenuhi karena memang kebutuhannya
mendesak dan penting untuk dilakukan untuk menunjang
tugas kedinasan para prajurutnya. Mengingat telah banyak
peghapusan barang milik negara berupa rumah negara di
lingkungannya.
Akibat dari kejadian-kejadian tersebut penulis duga
sebagai alasan mengapa di Peraturan Menteri Nomor 30
Tahun 2009 terjadi perubahan yang sebelumnya rumah
golongan II dapat dialihkan menjadi rumah golongan III belum
dapat dilaksanakan. Terbitnya peraturan baru tersebut
mengakibatkan perubahan besar terhadap proses pengalihan
rumah negara di bawah lingkungan tersebut. Seharusnya jika
ingin menerbitkan suatu peraturan maka harus ada
perencanaan untuk pembangunan kembali ataupun
peremajaan bangunan. Namun hal tersebut seakan tidak
dilakukan. Anehnya, kementrian lain dapat melakukan itu
padahal  menggunakan acuan peraturan yang sama tapi pada
Departemen Pertahanan khususnya TNI belum bisa
dilakukan.
Terkait dengan pemeliharaan rumah negara di lingkunan
Departemen Pertahanan khususnya di TNI dari dulu hingga
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kini dibebankan perawatannya pada penghuni kecuali rusak
berat, namun pada faktanya ketika rumah rusak berat para
penghunilah yang mengeluarkan dananya sendiri agar bisa
memperbaiki rumah tersebut. Jika memang mereka tidak
membayarkan sewa rumah namun hal ini justru dinilai lebih
memberatkan para penghuni. Ditambah dengan pernyataan
yang diberikan Herman Tandek bahwa terdapat potongan gaji
pada saat mereka masih berstatus anggota aktif pada saat itu
yang dinamakan biaya perumahan. Wujud dari biaya tersebut
justru tidak diketahui kemana perginya. Jika memang
potongan itu untuk mereka dapatkan di hari ketika mereka
pensiun maka hal ini hampir tidak pernah terjadi. Hal tersebut
dikarenakan hanya beberapa pihak saja yang mengetahui dan
mengurus untuk mendapatkan biaya tersebut. Dengan adanya
biaya seperti itu setidaknya memberikan keringanan dan
kemudahan bagi penghuni rumah negara apabila dikemudian
hari mereka pensiun dan harus meninggalkan rumah negara
yang mereka huni, mereka akan lebih siap dalam hal
keuangan untuk membeli atau menyewa rumah baru untuk
mereka tinggali bersama keluarganya.
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e) Tidak Jelasnya Penggolongan Rumah Negara
Rumah negara memiliki penggolongan sesuai fungsinya.
Penggolongan ini guna memudahkan pendataan terhadap
Barang Milik Negara berupa rumah, kegiatan ini termasuk
dalam pembinaan rumah negara. Penggolongan rumah
negara dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, rumah golongan I yang
digunakan khusus untuk pejabat tertentu, rumah golongan II
yang fungsinya terikat dengan dengan instasi, dan rumah
golongan III yang merupakan rumah negara yang dapat dijual
kepada penghuninya.
Penggolongan rumah negara harus dilakukan guna
mengetahui status dari rumah tersebut. Apabila penghuni
ingin melakukan pengalihan rumah negara maka penghuni
harus mengetahui golongan apa rumah tersebut terlebih
dahulu. Di lingkungan TNI di Kota Makassar sendiri tidak
penulis temukan adanya penggolongan yang jelas, ketika
ditanyai mengenai hal ini Kodam mengatakan jika hal tersebut
bersifat rahasia. Hal ini menunjukkan ketidakterbukaan
informasi dari pihak Kodam mengenai hal yang seharusnya
bersifat publik. Seperti yang terjadi ketika ditanyakan kepada
penghuni rumah negara, mereka menyangkali bahwa rumah
yang mereka huni adalah rumah negara golongan II dengan
alasan rumah golongan II itu yang terikat kedinasan
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sedangkan disini tidak.70 Hal inilah yang timbul jika
penggolongan rumah negara dirahasiakan ataukah kegiatan
penggolongan ini memang tidak dilaksanakan, tidak dapat
diketahui secara jelas.
Seharusnya dalam Surat Izin Penghunian (SIP) tertera
dengan jelas jenis rumah dan golongan rumah yang dihuni.
Agar kiranya penghuni mengetahui mengenai hal golongan
rumah mereka. Bagaimana bisa seorang penghuni bisa
mengalihakan status rumah negara yang ia huni jika tidak
mengetahui golongan rumahnya. Hal ini semakin menambah
sulitnya dilakukan pengalihan rumah negara oleh penghuni.
2. Faktor Extern:
a. Status Tanah yang Disengketakan
Syarat sah pengajuan permohonan pengalihan rumah
negara adalah apabila status tanah tidak dalam keadaan
sengketa. Namun yang terjadi di Makassar tepatnya di Asrama
Mattoanging adalah terdapat pihak yang mengklaim bahwa
tanah yang telah dibangun kurang lebih 700 unit rumah
tersebut adalah miliknya. Pihak yang mengaku mengajukan
tuntutan perdata dengan menggugat TNI/Kodam VII
Wirabuana sebagai perpanjanagan tangan dari pengelola
70 Wawancara. Abdul Jalil. September 2016
68
rumah negara. Akibat hal tersebut warga asrama mattoanging
mengambil langkah intervensi terhadap penggugat. Mereka
khawatir dengan keadaan yang harus mereka alami jika
putusan memenangkan pihak penggugat maka mereka harus
meninggalkan rumah yang telah mereka huni selama berpuluh
tahun. Bahkan menurutnya seharusnya rumah tersebut telah
menjadi milik para penghuni karena rumah tersebut sudah
berumur 50 tahun lebih dan bangunan itu harusnya kena nilai
susut tiap tahunnya. Jika sudah 50 tahun pasti nilainya sudah
habis.71 Walaupun demikian, penulis beranggapan bahwa
semua prosedur harus dilakukan secara sah yaitu dengan
berpedoman pada peraturan yang berlaku. Jika para penghuni
ingin mendapatkan rumah yang telah mereka huni maka
mereka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan
pengalihan kepada Kementrian Pertahanan, namun kembali
lagi harus dengan memenuhi segala persyaratan yang
diberikan.
71 Wawancara. Abdul Jalil. September 2016
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan pengalihan rumah negara tidak dapat terlaksana
walaupun Peraturan Pemerintah memungkinkan dilaksanakannya
pengalihan hak, hal ini dikarenakan adanya inkonsistensi peraturan
yang berlaku, sehingga penghuni rumah negara dalam lingkungan
TNI AD di Kota Makassar sulit mendapatkan haknya untuk dapat
melakukan pengalihan. Di satu sisi penghuni dapat melakukan
pengalihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2005 namun di sisi lain pengalihan ini tidak dapat
dilakukan selain dengan cara tukar-menukar berdasarkan Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2009. Ditambah lagi sistem
pengadministrasian dan pengawasan yang tidak berjalan dengan
semestinya terhadap rumah negara di lingkungan TNI AD dan jika
dikeluarkannya kebijakan oleh petinggi TNI AD maka secara sistem
komando pelaksanaan pengalihan ini tidak akan bisa dilaksanakan
2. Adapun faktor-faktor memengaruhi pelaksanaan pengalihan rumah
ini diantaranya, saling bertentangannya peraturan yang mengatur
mengenai rumah negara antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005
tentang Rumah Negara; Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status
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dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara dengan Peraturan Menteri
Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan
Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI
terkait frasa “belum dapat dilaksanakan” pada pasal 13, terjadinya
sengketa hak milik atas tanah yang melekat pada bangunan rumah
negara yang dihuni purnawirawan, kurangnya informasi mengenai
golongan rumah negara rumah negara dan lemahnya kedudukan
pihak penghuni yang berstatus purnawirawan pada surat pernyataan
kesanggupan SIP yang diberikan oleh pihak Kodam membuat
mereka mendapatkan SIP yang tidak sah untuk dapat melakukan
pengalihan.
B. Saran
1. Kepada pembuat kebijakan kiranya dapat mempertimbangkan dan
melakukan penelitian yang mendalam untuk membuat peraturan,
sehingga peraturan-peraturan yang lahir tidak saling bertentangan.
Pada peraturan yang sifatnya lebih rendah berdasarkan hierarki
perundang-undangan seharusnya sejalan dengan peraturan yang
lebih tinggi.
2. Kepada pihak TNI untuk kiranya dapat melakukan pengawasan dan
pemutakhiran data mengenai rumah negara, termasuk di dalamnya
mengenai golongan rumah negara hingga penghuni yang mengisi
71
rumah negara agar tidak ada lagi permasalahan yang timbul dari
yang tidak berhak menghuni rumah negara.
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